
BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor  23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor  23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor .30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi
Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5392);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Paser
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun
2013 Nomor 2)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun
2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan
BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula
berjumlah Rp. 2.358.578.270.556,00 berkurang sejumlah Rp. 11.091.950.312,06
sehingga menjadi Rp. 2.347.486.320.243,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Semula Rp 2.008.578.270.556,00
2. Bertambah Rp. 76.045.872.419,62

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.084.624.142.975,62

b. Belanja
1. Semula Rp 2.358.578.270.556,00
2. Berkurang (Rp. 11.091.950.312,06)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.347.486.320.243,94

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a) Semula Rp. 350.000.000.000,00
b) Berkurang (Rp. 78.907.822.731,68)

Surplus /(Defisit) setelah perubahan Rp. 271.092.177.268,32

2. Pengeluaran
a) Semula Rp 0,00
b) Bertambah Rp. 8.230.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.230.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 87.137.822.731,68

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 88.104.606.300,00
2. Bertambah Rp. 18.577.645.830,62
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 106.682.252.130,62

b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp 1.337.574.426.256,00
2. Bertambah Rp. 2.829.620.589,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.340.404.046.845,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp 582.899.238.000,00
2. Bertambah Rp. 54.638.606.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah-
setelah perubahan Rp.    637.537.844.000,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 32.388.000.000,00
2. Bertambah Rp.  17.288.500.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.     49.676.500.000,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp 19.458.606.300,00
2. Berkurang Rp. 6.253.346.334,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.205.259.966,00

c. Hasil pengelolaan kekayaaan yang dipisahkan
1. Semula Rp. 7.600.000.000,00
2. Berkurang Rp.        268.245.865,58
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan-

setelah perubahan Rp. 7.331.754.134,42

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp 28.658.000.000,00
2. Bertambah Rp. 7.810.738.030,20
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah -
setelah perubahan Rp.     36.468.738.030,20

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil  bukan pajak

1. Semula Rp 1.021.617.543.256,00
2. Bertambah Rp.        2.829.620.589,00
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 1.024.447.163.845,00

b. Dana alokasi umum
1. Semula Rp 308.251.183.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 308.251.183.000,00

c. Dana alokasi khusus
1. Semula Rp 7.705.700.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 7.705.700.000,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00



b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
1. Semula Rp 209.480.000.000,00
2. Bertambah Rp. 41.829.956.000,00
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah
perubahan Rp. 251.309.956.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1. Semula Rp 64.606.738.000,00
2. Bertambah Rp 10.158.650.000,00
Jumlah dana penyesuaian setelah
perubahan Rp. 74.765.388.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1. Semula Rp 308.812.500.000,00
2. Berkurang Rp. 850.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 307.962.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 836.697.368.905,38
2. Bertambah Rp. 47.326.595.880,63
Jumlah belanja tidak langsung setelah
perubahan Rp. 884.023.964.786,01

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp 1.521.880.901.650,62
2. Berkurang (Rp. 58.418.546.192,69)
Jumlah belanja langsung setelah
perubahan Rp. 1.463.462.355.457,93

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 558.354.024.585,38
2. Bertambah Rp. 42.154.467.880,63
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 600.508.492.466,01

b. Belanja Bunga
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp.                          0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00



d. Belanja hibah
1. Semula Rp 30.137.370.000,00
2. Bertambah Rp 4.672.128.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 34.809.498.000,00

e. Belanja bantuan sosial
1. Semula Rp 47.346.150.000,00
2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 47.346.150.000,00

f. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp.                           0,00
Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
pemerintahan Desa dan Partai Politik
1. Semula Rp 199.359.824.320,00
2. Bertambah Rp 500.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan Kabupaten setelah
perubahan Rp. 199.859.824.320,00

h. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp 1.500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah
Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja;
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 142.238.455.808,50
2. Berkurang (Rp 2.676.180.750,39)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 139.562.275.058,11

b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp 353.266.458.521,90
2. Bertambah Rp. 18.409.291.487,72
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp. 371.675.750.009,62

c. Belanja modal
1. Semula Rp  1.026.375.987.320,22
2. Berkurang (Rp. 74.151.656.930,02)
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 952.224.330.390,20



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c, terdiri dari :
a. Penerimaan

1. Semula Rp 350.000.000.000,00
2. Berkurang (Rp. 78.907.822.731,68)
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 271.092.177.268,32

b. Pengeluaran
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 8.230.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.230.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula Rp 350.000.000.000,00
2. Berkurang (Rp. 78.993.239.384,90)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya-
setelah perubahan Rp.  271.006.760.615,10

b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp.                         0,00
Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah -
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp.                             0,00
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp.            85.416.653,22
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman-
setelah perubahan Rp. 85.416.653,22

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp.                             0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah
perubahan Rp. 0,00



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 8.230.000.000,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp. 8.230.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Pembayaran pokok utang setelah perubahan
sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah
perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.   Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.   Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi
3.   Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4.   Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.   Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.   Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
jabatan;

7.   Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya  yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 13.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di  Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN  2014 NOMOR 13.

No. Nama Jabatan Paraf

1. Kusnedi Kasubag Produk Hukum Daerah

2. H. Andi Azis Kepala Bagian Hukum

3. H. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan

4. H. Helmy Lathyf Sekretaris Daerah



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI PASER,
ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di  Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN  2014 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :
13/2014


